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BANK SYARIAH 

 

Sebelum mengenal bank syariah lebih detail, ada baiknya 

kita akan kenali dulu apa yang dimaksud dengan istilah 

perbankan. 

Bank merupakan lembaga keuangan/financial institution 

yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit 

serta memberikan jasa bank lainnya.1 Bank disebut sebagai  

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,2 bank diartikan 

sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan 

mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan 

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang. 

                                                            
1 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 11. 
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 
h. 7. 
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Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan revi si 

dari UU No. 7 Tahun 1992, pada pasal 1, beberapa definisi 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bank Umum adalah bank-bank yang melaksanakan 

kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Berikut penjelasan terperinci tentang istilah Perbankan 

Syariah menurut perspektif yuridis: 

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi 

dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah.  

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No. 

10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip 

syariah yaitu “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
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(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

wa iqtina).3  

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut 

dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu 

kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits (Antonio 

dan Perwataatmadja, 1999:1). Pengertian syariah secara 

harfiah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-

Qur’an dan as Sunnah/Hadits. 

Pengertian bank Islam (Islamic bank)4 secara umum 

adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada 

prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk 

menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri, 

yaitu bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba 

(lariba bank) dan bank syariah (sharia bank). Indonesia secara 

teknis yuridis menyebut bank Islam dengan mempergunakan 

                                                            
3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 butir ke 13. 
4 Abdul Ghofur Anshori, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan 

Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II. No. 

2. Desember 2008. 
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istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank 

Berdasarkan Prinsip Syariah”.5 

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio 

mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:  

 “Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam 

adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata 

cara bermu’amalat secara Islam.”6 

Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai 

berikut: 

“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya 

didasarkan pada tata cara bermu’amalah secara Islam, yakni 

dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan 

Al-Hadits.”7. 

Sudarsono, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang 

yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.8  

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal 

mendefinisikan Islamic banking sebagai bank yang beroperasi 

                                                            
5 Peri Umar Farouk, Sejarah Hukum Perbankan Syariah, http://www.sharialearn.com/ diakses 

19 Mei 2019. 
6 Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio. Apa dan Bagiamana Bank Syari’ah,        

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1-2. 
7 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, 

dan Pasar Modal Syari’ah) di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5-

6. 
8 Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2003), h. 14. 
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sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, 

berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari 

dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara 

keuangan”.9 

Dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ilmuan, 

khususnya para ahli dalam bidang perbankan syariah tersebut 

di atas menunjukkan, bahwa perbankan syariah dalam 

operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah, 

dengan kata lain harus menggunakan hukum syariah, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam. 

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba 

pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas 

dasar kesetaraan (equality), keadilan (fairness) dan 

keterbukaan (transparency); pembentukan kemitraan yang 

saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh 

keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga harus 

mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat untuk 

membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya10. 

Sementara itu definisi menurut UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Pasal 1, beberapa definisi 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

                                                            
9 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamc Financial Management, (Jakarta: Pt. 

RajaGrafindo Persada, 2008), h. 77-78. 
10 Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, 

(Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 23. 
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Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

2. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank 

Perkreditan. 

3. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank 

Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

5. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

7. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

lalu lintas pembayaran. 

Pengertian perbankan syariah tercantum dalam pasal 1 UU 
No. 21 Tahun 2008 yaitu: “Perbankan Syariah adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” 
(pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008). Selanjutnya dalam 
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menjalankan kegiatan operasionalnya haruslah sesuai dengan 
prinsip syariah, hal ini dituangkan dalam pasal 12 UU No. 21 
Tahun 2008 yaitu “ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam 
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. Dijelaskan lebih lanjut 
pada pasal 26 yaitu: 

1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, 

wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. 

2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia. 

4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia 

membentuk Komite Perbankan Syariah. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, 

dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia.11  

                                                            
11 Pasal 26 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lihat pada Abdurrahman, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syari’ah, Makalah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 7-8. 
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Operasional perbankan syariah sebagaimana yang 

dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bank 

Indonesia (PBI). Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UU No. 

21 Tahun 2008 yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bank Indonesia. Mengenai akad yang 

digunakan dalam transaksi perbankan ini adalah kesepakatan 

tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (pasal 1 

ayat 13 UU No. 21 Tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 12 

ditegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Kemudian hal ini ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 

antara lain: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan 

usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan 

prinsip kehati-hatian (pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008). 

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan 

penjelasan pasal 2 UU ini yaitu: Kegiatan usaha yang 

berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha 

yang tidak mengandung unsur: 

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah 

(bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang 

sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu 

penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-

meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima 
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fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi 

pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah); 

b. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu 

keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 

dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat 

diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain 

dalam syariah; 

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam 

syariah; atau 

e. Dhalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan 

bagi pihak lainnya. 

Kemudian dalam pasal 3 tujuan Bank Syariah dijelaskan 

antara lain Perbankan Syariah bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa 

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: 

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 
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c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 

Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, 

Akad Salam, Akad Istishna’, atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak 

atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad 

Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah 

Muntahiyyah bi Tamlik atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad 

Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi 

nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti 

Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, 

Kafalah, atau Hawalah; 

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau 

antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 
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l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad 

Wakalah; 

p. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; dan melakukan kegiatan lain 

yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang 

sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat 1 

juga dijelaskan selain melakukan kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank 

Umum Syariah dapat pula; 

q. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum 

Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan 

penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; 

s. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan Prinsip Syariah; 
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t. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

u. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana 

elektronik; 

v. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 

berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 

uang; menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan 

surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip 

Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui pasar modal; dan 

w. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 

Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 

Lebih lanjut, dalam UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan jasa 

keuangan perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah 

adalah: 

a. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi 
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti 
akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, 
Kafalah, atau Hawalah. 

c. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 
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d. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau 
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah. 

e. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 

f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga berdasarkan Prinsip Syariah. 

g. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 
maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip 
Syariah; 

h. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad 
Wakalah; 

i. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi 
berdasarkan Prinsip Syariah; 

j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Di samping ketentuan di atas Bank Umum Syariah dapat 
juga: 

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 
Syariah; 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum 
Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 
usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya; 
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d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun 
berdasarkan Prinsip Syariah; 

e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana 
elektronik; 

g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 
berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 
uang; 

h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 
berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 
modal; 

i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 

Sedangkan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dapat juga: 

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 
Syariah; 

b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 
mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya; 
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d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana 
elektronik; 

e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 
berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 
uang; dan 

f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 

 
AKAD SEBAGAI INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DI BANK 

SYARIAH 

Kegiatan Perbankan Syariah dalam operasionalnya 

menggunakan beberapa akad diantaranya akad Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Qardh, Ijarah, 

Ijarah Muntahiyyah bi tamlik, Hawalah, Kafalah, Rahn, Sharf, 

Wadi’ah dan Wakalah. 

a. Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak 

atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul maal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan 

nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut 

kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian 

hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur 

kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. Bentuk ini 

menegaskan kerja sama dalam kontribusi 100% modal dari 

pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Pembagian 
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akad Mudharabah dibagi atas dua yaitu: Mudharabah 

Mutlaqah diartikan sebagai akad yang penggunaan 

dananya tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha, 

sedangkan Mudharabah Muqayyadah di mana terdapat 

pembatasan pada penggunaan tempat, tujuan, tujuan, dan 

jenis usaha. 

b. Musyarakah adalah akad kerja sama sebagai bentuk 

investasi yang melibatkan kerjasama pihak yang memiliki 

dana dengan pihak yang memiliki keahlian (skill), yang 

saling berkongsi bersepakat pembagian keuntungan sesuai 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara 

proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Bentuk 

kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa 

dana, barang dagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(entrepreneurship), kepandaian/ketrampilan (skill, 

kepemilikan (property), peralatan (equipment) atau hak 

paten/goodwill (intangible asset), kepercayaan atau 

reputasi (credit-worthiness), dan lainnya. 

c. Murababah adalah transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga 

disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi 

dan tidak boleh berubah. 

d. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka 

(in front payment sale). Barang yang dipesan harus sesuai 

jelas spesifikasinya (quantity, quality, delivery). Sekilas 

transaksi ini mirip ijon, namun dalam transaksi ini 
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kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang 

harus ditentukan secara pasti. 

e. Istishna’ memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun 

dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan di muka, 

cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan 

selama jangka waktu tertentu. Biasanya istishna’ 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi 

dengan kontrak pembelian barang dengan melalui 

pesanan (order khusus). Pembeli memesan kepada 

produsen (al-sani’) untuk menyediakan al-mashnu’ 

(barang pesanan), sesuai spesifikasi yang disyaratkan 

pembeli (al-mustashni’) dan menjualnya dengan harga 

yang disepakati. 

f. Qardh adalah bank memberikan pinjaman tanpa 

mensyaratkan adanya imbalan terutama untuk mengatasi 

masalah cash flow. Waktu pengembalian pinjaman 

ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima 

pinjaman. Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, 

diperkenankan untuk dibebankan kepada si peminjam. 

g. Ijarah, biasa disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad 

yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan 

jasa. Ijarah mempunyai kemiripan dengan leasing di bank 

konvensional karena adanya pengalihan sesuatu dari satu 

pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. 

h. Ijarah Muntahiyyah bi Tamlik (IMBT) adalah transaksi akad 

sewa yang diakhiri dengan perjanjian untuk menjual atau 

menghibahkan objek sewa pada akhir periode sehingga 
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transaksi ini diakhiri dengan adanya perpindahan 

kepemilikan. 

i. Hawalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak 

pertama (al-muhil) kepada pihak lain (al-muhal’alaih) atas 

dasar saling mempercayai. 

j. Kafalah adalah perjanjian pemberian pinjaman atau 

penanggungan atas pembayaran hutang satu pihak pada 

pihak lain. 

k. Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan 

aset.Berupa penahanan harta sebagai aset milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. 

l. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta 

lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), 

dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang 

sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang 

tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau 

sebaliknya). 

m. Wadi’ah adalah akad penitipan dari pihak yang 

mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima 

titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, maka 

pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali 

uang/barang titipan tersebut. Wadi’ah terbagi dua: (1) 

Wadi’ah yaad Amanah di mana uang/barang yang ditipkan 

hanya boleh disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh 

penerima titipan. (2) Wadi’ah yaad dhamanah di mana 

uang/barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh 
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penerima titipan dan hasilnya tidak terdapat kewajiban 

untuk dibagihasilkan pada pemberi titipan. 

n. Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke 

pihak lain. Untuk jasanya itu, yang dititipkan dapat 

memperoleh fee sebagai imbalan. 
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SEJARAH DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH 

 

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena 

yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi hampir 20 

tahun terakhir. Perbankan Islam atau perbankan syariah 

merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, 

kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan 

oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang 

diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem 

ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. 

Bank syariah atau Bank Islam adalah suatu sistem 

perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) 

Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan 

dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam 

dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan 

investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: 

usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman 

haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), di mana 

hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan 

konvensional. 

Adapun alasan rasional eksistensi bank syariah dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 
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ISTILAH DAN GLOSARIUM SEPUTAR BANK SYARIAH 
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AASI   : Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 

ABSINDO   : Asosiasi BMT se Indonesia  

ASBISINDO  : Asosiasi Bank Syariah di Indonesia. 

BASYARNAS : Badan Arbitrase Syariah Nasional 

BAZNAS  : Badan Amil Zakat Nasional 

BI  : Bank Indonesia 

BMT  : Baitul Mal wa at-Tamwil 

BPRS  : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

BUS  : Bank Umum Syariah 

BWI  : Badan Wakaf Indonesia 

DES  : Daftar Efek Syariah 

DPbS  : Direktorat Perbankan Syariah 

DPS  : Dewan Pengawas Syariah 

DSN  : Dewan Syariah Nasional 

FoSSEI  : Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. 

FOZ  : Forum Zakat 

GCG  : Good Corporate Governance 

GWM  : Giro Wajib Minumum 

IAI  : Ikatan Akuntan Indonesia 

IAEI   : Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

IDB  : Islamic Development Bank 

IKNB : Industri Keuangan Non Bank  

IMBT  : Ijarah Muntahiyyah bi Tamlik 

INKOPSYAH : Induk Koperasi Syariah  

KPS : Komite Perbankan Syariah 

KUR  : Kredit Usaha Rakyat 

LKMS  : Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

LKS  : Lembaga Keuangan Syariah 
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LPS  : Lembaga Penjamin Simpanan 

MES   : Masyarakat Ekonomi Syariah 

MUI  : Majelis Ulama Indonesia 

OJK  : Otoritas Jasa Keuangan 

PBI  : Peraturan Bank Indonesia 

PINBUK  : Pusat Inkubator Bisnis 

PKES   :  Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah 

PT  : Perusahaan Terbatas 

PD  : Perusahaan Daerah 

PUSKOPSYAH : Pusat Koperasi Syariah  

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham 

SDB  : Safe Deposit Box 

SDM  : Sumber Daya Manusia 

SIMA  : Sertifikat Investasi Mudharabah Antar  

   Bank  

UUS  : Unit Usaha Syariah  
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